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pPERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH. TINGKAT Il SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN $953 = -\
TENTANG
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

o

N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SALATIGA

bahwa laju perkembangan bangunan @i Kotamacdva Daerzh
Tingkat 1l Salatiga telah berkembang dengan pes2t, sehingga
periu diatur dan dikendalikan sesuai dengan koia HATTI
BERIMAN (Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman) ;

bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerzh Tingke: 1l
Salatiga Nomor 20 Tahun 1977 tentang Membuat den
Membongkar ‘Bangunan yang teiah diubah untuk pertama
kali dengan Peraturan Daerah Kotemadya Dereh Tingkzt Il
Salatiga Nomor 11 Tahun 1982 dipandang sudan ticak sesuai
lagi dengan perkembangan keadazn dewasa ini, seningga
perlu ditinjau kembali ;

hahwa sehubungan dznaan hai tersebut diatas, maka dinan-
dang perlu menetapkan Peraturan Daeran yang baru ten-
tang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat Il Salztiga.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko}

Pemerintahan- di Daerah ;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben

tukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propins
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Hinderi ks




e

10.
11.

12

13.

14.

. Hinder Ordonantie Staadsblad Tahun 1926 Nomor 226 .

diubah dan ditambah dengan Staadsblad Tahun 1940 A
14 dan Nomor 450 ; .

- Montmenterii Ordonantie Stb. Tahun 1931 Nomor 23:

... Staadsvorming Ordonanqg (SVO) Stb. Tahun 1948 Nor

168 .

+ Undang-undang”"Nomor 12/Drt. Tahun 1957 fentang

turan Umum Retribusi Daerah ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-r

Agraria ;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 jo. Peraturan P

rintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

1

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pencat
Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Dziarr

Undang-undang Nomor 4" Tahun 1982 tentang Keion
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Staadsvorming Verordening (SVV) Stb. Tahun 1949 Nc
400 ; :
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pe'
rahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Ui
Kepada Daerah :

L}

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ten
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah :

Peraturan menteri Dalam Neczri Nomor 2 tahun 1987
tang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

15. Keputusan




15,
16.

17

18.

19:

20.

2

apkan :

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64 0/KPTS/1986
tentang Proses Rencana Tata Ruang Kota ;

Keputusan Mentéri Pekerjaan Umum Nomor 37 Q/KPTS/1987
tentang Pedoman Mendirikan Bangunan Gedung ;
Keﬁutuséri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/ 1987
tentang Pengesahan 33 Standart-Konstruksi Bangunan Indone-

sia ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga No-
mor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga ;

Peraturan Daerah Kowamadya Daerah Tingkat i Salatiga No-
mor 12 Tahun 1981tentang Kebersihan, Keindahan Kesehatan
dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota madya Daerah
Tingkat Il Salatiga ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga No-
mor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat |l Salatiga.>

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga No-
mor 12 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
Salatiga Tahun 1991 - Tahun 2010.

in Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

I SALATIGA TENTANG BANGUNAN DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT Il SALATIGA. '
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d.

~ PIML -=dalah Permohonan ljin Mendmxan/Membah/Membbhkan

BAB I
KETENTUAN UMUM {
Pasal 1 7
Dalam Feraturan Daerah ini. vang dimaksud -dengan : )

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
latiga ; -

Waiikotamadya - Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Dae.
Tingkat Il Salatiga : ‘ '

DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotaxﬁadya-Daer...ih Tingkat 1] s
|

tiga ;

Bangunan-bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang te
terlekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu iandasan ;

Bangunan adalah bangunan- -bangunan yang membentuk ruangan t
seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lainnya yang
bungan dengan bangunan itu ;

Bangunan permanen adalah bangunan vang konstruksi mamanya te
dari beton, batu ba)a dan umur bangunannva dmyatakan lebxh dari 20

puluh) tahun ™

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksx utamanya'
nyatakan permanen dan umur bangunan dmymakan anl?ra 5 (hma)
sampai dengan 15 (lima belas) tahun :

-———

Bangunan sementara adalah bangunan vang dipakai untuk sementara
dan umur bangunannya dinyatakan kurang dari 5 (hma) ‘tahun (ban
yang dipergunakan untuk waktu yang terbatas) ;

Persi! adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat- qalam Imgkup
cana .o, Rencana Perluasan Kciz atau jika sebacr.m maslb belum
tapkan Rencana Perpetakannya yang menurut pertmba:';gan Pemerir
Daex: - dapat dipergunakan untuk mendirikar sesuatu bang‘

men. it Peraturan Daerah inj ;

IME .calah ljin Mendmkan/Membah/Merobohkan Bangunan yang
luarz- oleh Wallkotamadya Kepala Daerah ;

mz/: Kepala Daerah ;




sk

pekeﬁé;an mengadakan bangunan seluruhnya
menggali, menimbun atau meratzkan
kerjaan mengadakan bangunan itu ;

| adirlkan Bangunan adalzh
" sebagian, termasuk pekerjaan
;:\h yang berhubungan dengan pe
n adalah pekerjazn menggali- dan/ztau menambah se-
rmasuk pekerjaan membongakar yang berhu-
anii bagian bangunan tersebut meliputi :

bah Bangunai
bangunan yang ade, te
an dengan pekerjaan mengg

Ds
“*9" erubzh fungsi dan kegunaan - .

merubzh bentuk atau estetika - =
Il § merubah konstruksi -

_merubzh jaringen utilites ;

bohkan Bangunan adaizh menizdakan sebagian atzu seluruh bangunan g
;nggian Bangunan adalzh jumizh lapis lantai penuh dalam suatu be-
n2n atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dani lantai dasar 2t2u
ukaan tznzh sempai lanizi ruang tertinggi ;

unan adalzh jerek yeng diukur dari lantai desar sampei puncek

p bangunan yang dinvatzkan calam meler.
ang paling pendek yang diperkenankan Ge-

2k Bangunan adalzh jerak v
batzs samping dan/ztau s2mping belakang

% hidang luar bangunan seampai
ah perpeiakan ;

4s Sempadan adalzh garis baizs vang ditarik pada jarek tertentu seje-
; dengan sumbu jalan aiau sungei vang merupakan bzias antaia bagian
yang boleh dan ticak boleh dibangun ;

ngunar Bertingkat adalah bangunan yang tersusun deri beberepz lanizi

zama

£27g berumpu pada Gasar vang s2me
con adalah lantai tingkat bangunan bersifa{ tzmbahan berpagar Gan
. dibatzsi. oleh dinding - dinding sebagaimana ruang tertutup;
ka Luas Lantai (ALL) adaleh angka perbandingan jumlah total luas
azi dengan luas tanah/petak/kzpling ; ,
iy B ka Lantai Dasar (ALD) adaleh angka perbandingan jumizh fotal luas

m;mi dasar dengan luas tanzn/peizk/kapling ;
Wal ' R ABI Lo
D! $AENDIRIKAN/MERUE AH/MEROBOHKAN BANGUNAN
. Bagian Pertama

P« -ijinan




| ' Pasal 2 .
(1) Se;iap mendiﬁkén/membah/marobohkan bangunan ha '
mendapatkan IMB dari Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan harus sesuai den
tetapkan

Pasal 3

Tata cara PIMB sebngaimana yang dimaksud Pasal 2
ini ditetapkan oleh Wali:ntamadya Kepala Daerah.

Pagcal 4

IMB tidek diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan seb:
dibawah ini :
mendirikan bedeng
memplester
memperbaiki retak bangunan
memperoaiki ubin bangunan
memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela
memperbaiki penutup atap !{anpa merubah konstruksi
memperbaiki lubang cahaya/udara tidak melebihi 1 m*
membuat pemisah halaman tanpa konstruksi
memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utili
memperbaiki bangunan yang rusak karena bencana ai
sepanjang tidek menyimpang dari PIMB vang telah diri

vlEGE R AN o

Pasal 5
(1) Walikotamadya Kepala Daerah memutuskan IMB s¢'
1 (satu) bulan dari hari diterimariya PIMB dari DPU.

(‘2) Apabila didalam jangka waktu tersebut dalam ayat (1) ¢
maka pembangunan dianggap dapat disetujui. :

(3) PIMB dapat dikabulkan untuk seluruh bangunan atay <
yang direncanakan yang secara struktural merupakan
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Pasal 6

ditolak apabila pekerjaan-méndiﬁkan / merubah / merobohkan ba-

n yang direncanakan dalam PIMB bertentangan dengan ketentuan
:ran perundang-undangan yang berlaku, :

skan PIMB ditetapkan dalam Keputusan Wallkotamadya Kepala Da-
jengan menyebuU\an alasan penolakannya.

‘Pasal 7

usan PIMB dapat ditunda berdasarkan alasan :

-intah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian,

snva persyaratan bangunain yang direncanakan ;

‘intah Daerah sedang menyusun, mejngevaldasi dan atau merevisi
na Bagiad Wilayah Kota/Rencana Terperinci Kota/Rencana Tata
: Kota dan Rencana Induk Kota ;

'rian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkzpi PIMB

diajukan.

Pasal 8

daan Keputusan PIMB berdasarkan alasan tersebut Pasal 7 Pera-
ah ini hanya capat dilakuken sekali den uniuk jangke wakiu iidak
3 (tiga) bulan terhitung dari saat periama setelah diterima PIMB.

Pasal 9

erisi keterangan tentang :

‘ma dan alamat pemegang

1S b_ng qan uang dvumnan

B p-zrsxl temoat bangt.nc.n yanﬂ dnjinkan

.gka waktu pekerjaan mendirikan/merubah/merobohkan bangunan
g difiinkan keselunihan atau bertzhap. )

sertai lampiran- lamp.nn vang dxk’tapu_n deng an Keputusan Wali-
adya Kepala Daerzh.

1)
ng

P:
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PasallO &

(1) IMB hanya berdaky bagi orang atau badan yang namanya tercan
lam IMB, : ;
(2) Bila karena sesuaty hal orang atau badan pemegang IMB tidak |-

- jadi pihak yang mendirikan/merubah/merobohkan bangunan dal. -
tersebut. IMB ity harus dimohonkan balik nama kepada Waliko:
Kepala Daerah. '

(3) Permohonan balik nama IMB diajukan secara tertulis dengan men
bar isian yang disediakan.

Pasal 11 <

(1) Bila pemohon IMB berbentuk badan, bubar sebelum PIMB yang ¢
diputuskan, maka terhadap PIMB itu tidak diambil keputusan dan
bubar setelah IMB ditetapkan maka IMB tersebut menjadi batal.

(2) Bila pemohon4MB meninggal, maka PIMB tersebut dapat dilanjutk.
ahli warisnya, sedang apabila IMB sudzh ditetapkan dapat dimohor,
lik nama atas ahli waris tersebut dalam jangka waktu selambat-larr
3 (tiga) bulan setelah meninggalnya pemohon.

(3) IMB bagi bangunan sementara dapat diberikan dengan mencan:
syaret, bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar selamt,
bamya 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu vang ditetapk

Pasal 12

(1) Tanah-tanzh dan bangunan milik masyarakat yang terkena proyek i
rinizh, dibebaskan dari kewajiban membayar IMB, :

(2) Tanah-tanah dan bangunan milik masyarakat yang leikena proyek
rintah; dapat diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Daf.rah

Bagian Ké_duab
Pelaksanaan
Pasal 13

'
[}

Selambat-lambatnya 14 (empat belzs) han seejak d:serahka?nya IMB k
pemohon. DPU menandai letak garis sempadan dan ketinggian per— _
tanah persil tempat bangunan yang.akan didirikan Sesuai dengan rencarn
ditetapkan oleh IMB. - : =



Pasal 14

lemegang IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota-
padya Kepala Daerai meliputi kegiatan-kegiatan :
, saat akan dimulai pekerjaan mendirikan / merubzah / merobohkan

bangunan ;
}. saat akan dimulai jagian-bagian pekerjaan mendirikan/merubah/me-

robohkan banguncii ; 5 .
( saat penyelesaian "agian pekerjaan mendirikan/merubah/merobohkan

bangunan ;

‘?emben'ta.huan terset -t ayat (1) Pasal ini diajukan pemegang IMB seku-
@ng-kurangnya 7 (fuji ) hari kerja sebelum kegiatan-kegiatan dimulainya.

i Pasal 15

{Selambat-lambatnya : {tujuh) hari kerja setelzh diterimanya pemberitahuan
‘@bagaimana dimaks. : Pasal 14 Peraturan Daereh ini Walikotamadya Ke-
-sale Daerah menugz: “an pemeriksa untuk eneliti kenyataan bagian pe-
kerjaan vang ada se:2i dengan rencana dalam IMB.

Apabila setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ba-
-gian pekerjaan vang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, petugas
pemeriksa memberi J:an tanda bukti persetujuan untuk meneruskan peker-
jaan.

Apabila setelah peme:iksadn sebagaimana dimaksuc ayai (1) Pasal ini, da-
gian pekerjaan vang i.myata tidak sesuai dengan rencanz, petugas peme-
riksa dapat memerinrahkan penyesuaian, pembpongkaran dan atau peng-
hentian bagian peke: 2an, vang dinvaiakan dalam beriia acara.

Dalam hal jangkz wal ‘u pemeriksaan sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal
ini telah lewat, maks pemegang IMB mulai melaksanakan pekerjaan.

Apabila dalam wakiu 5 (enam) bulan setelah IMB diberikan tidak dilaksa-
nakan dianggap batal demi hukum.

Pasal 16

Petugas pemeriksa s:~agaimana tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini
kapkan dengan. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.




(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Selama pekerjaan rnendirikan/merubah/merobohlf-an bangunan d:.a;
kan, pemegang IMs untuk bangunan tersehyt diwajibkan mengapm ./
lokasi bangunan, sehingga ticay Mengganggu lingkungan, ]

Setiap pemeganc IMB untyk bergunas tertenny wajib Memasang n
Petunjuk vang memyat keterangan, ientang -
&. Nomor dan ‘anggal IMB .

b. Nzma pemilik IMB

C. Jangka wakm pelaksaraan Pekerjzan -
d. Jenis bangur.an

€. Peruntukan tangunan j

e Lokasi/alamzt persi! ;

Pelaksana beacrnan :

Pengawas pckerjaan .

7o

Ketentuan lebik ianjut ieniang pemasangan Papan petunjuk sebagaig
dimaksud ayat (€) Pasal inj diamyr dengan Kepurusan Waliko:amadya
pala Daerah. :

$vo

sanaan Pemindatian/pengamanan serana koiz tersebut tidak boleh dilal
sendiri, tetapi harys dikenjzkan  pihak vang berwenang atas biaye

Pasal 18

Merobohkan ban 3unan dilaksanakan berdasarkan ljin Merobohkan B
Can penntzh merobohkan bangunan, kecuali bagi bangunan vanq
Memo2anayeran, permohonen fjin Gepat dilakukan Keiugdian.

Wa!iko:amadya Kepala Daerzh berwenang memerintahkan kepada pa}

bangunan unnyk merobohkan sebagian atay seluruh bangunan vang dis -~
takan : o

; 3. rapuh (bouwvaling) berdasarkan perhitungan teknis konstruksi vang?

3

pat dipenanggung jawabkan
. tidak sesuai dengan rencana kota.

Apabila pemerintah merobohkan bangunan sebagaiman, dimaksudkan{
(2) Paszl ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Merobohkan bangé
dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biava pemilik bangunan terst

Pasal 19 ...



- ——

walikot

Pasal 19

amadya Kepala Daerzh membeniuk Tim yang ditugaskan uniuk

Hksa menilai dan menentukan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud

,1 1§ avat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Bangunan
Pasal 20

Solame pekenaan mendirikan/merubah/merobohkan bangunan dilzksene-
kan, pcmilik pangunan menguszhakan zgar Turunan IMB gan lampiren
yang d:ibenkan kepadanye berada di tempa! pekenaarn. sehingga peiugas
meriksa sebagaimana dimabsuc pesal 16 Peraturen Daerzh ini sagde se-
tian kesempaian dapal membua: caizten ieniang :
2. Pemeriksazn umum | ;

p. Dimuizinyve pekerjeen-pekerjean’ ;

¢. Penizien hasil pemernisazn

¢ Perngaien-penngaian vang civeriken kepaca pemegang IME.
Pemcrinse selizp wakiv Gapa! memint2 kenadanve untuk diperiinatszn
IMB beseriz lampirannya.

Dalam mclaksanekan tugzsnye pemeriksz dilengkzpi dengan Sure:

¢an Tangz pengenal.

2
o
2

Tlisgs

=<

.Pasal 21

pemegang IMB wejib membaniu terselenggarenye pemerixsaan pexenizat

ndisikan/merubah/merobohkan tangunan s20zix-b2iknuz Cengan membder:

~ kelcrangan yang diperiukan

Pasal 22
Pemeriksa berwenang : ' :
Memasuki dan memeriksz iempatl peizksanaan pekerjzan mendirikan.’
merubzh/merobohkan bangunzn padz sei2p s2a! |
Memerixsa apakzh bahan bangunan vang dipergunzkan sesuzi dengan
Pereturan vang berlaku dan/atau stencar vang berlaku |
Memcriniahkan dan menvingkirkan bahan bangunan vang ditolak seiel2h
pemeriksaan, demikian pula aiat-alat vang dianggap berbahaye seria me-
nugikan keschaian/keselamatan kerje .

d. Memernntahkan ..........




BAB Il
HJIN PENGGUNAAN BANGUNAN
Pasal 27

Berdasarkan Surat Keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan
ngunan atau pekeraan merubah bangunan sebagaimana tersebut Pasal 24
t (1) Peraturan daerah ini pemegang IMB bangunan tertentu, mohon ijin
riama kali untuk mulai penggunaan bangunan yang bersangkutan, dengan
enyertakan kelengkapan lampiran yang telah ditentukan oleh Walikotamadp
pala Daerah dengan menyertakan gambar (as built drawin_g) yang sesuai
ngan pelaksanaan pekerjaan. 3 .

P-asal 28

Permohonzn IMB diajuhan sendiri cieh perorangan atau suatu badan atau
eh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya secara tertulis dengan mengisi
bar isian kepada Walikotamadya Kgpala Daerah.

Pasal 22
IPB tidak diberlakukan bagi bangwnan tempat tinggal.
Pasgl 30

Walikotamadve Kepala Daerzh memberi IPB dehgan peruntukan bangunan
suai dengan veng ditetapkan dalam IMB.

Pasal 31

) IPB hanya berlaku bagi orang atau badan yang namanya tercantum dalam
‘IPB. :

) Apabila sesuatu hal orang atau badan tidak lagi menjadi pihak yang meng-
gunakan bangunan dalam IPB tersebut, IPB harus dimohonkan balik nama
yeng diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian kepada Waliko-
tamadya Kepala daerah.

Pasal 32

P Lembar isian permohoﬁan balik nama IPB memuat syerat-syarat yang
berisi keterangan tentang :




